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PENJELASAN 
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TENTANG 
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 

I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 
pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu sumber 
penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Kementerian Lingkungan Hidup telah memiliki jenis dan tarif atas 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif 
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Namun, dengan adanya 
penyesuaian jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup, perlu mengatur kembali 
jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas 

Huruf d 

 Cukup jelas 

Huruf e 

 Cukup jelas 

Huruf f 

 Cukup jelas 

Huruf g 

 Cukup jelas 

Huruf h 

 Cukup jelas 

Huruf i 

 Cukup jelas 

Huruf j 

 Cukup jelas 

Huruf k 

 Cukup jelas 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan ”Paksaan Pemerintah” adalah 
sanksi administrasi yang diterapkan oleh pejabat 
administrasi yang berwenang yang berupa tindakan 
nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas 
nama pemerintah untuk menghentikan atau mengakhiri 
pelanggaran dan memulihkan keadaan. 
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Paksaan pemerintah berupa: 
a. penghentian sementara kegiatan produksi; 
b. pemindahan sarana produksi; 
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau 

emisi; 

d. pembongkaran; 
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran;  
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau  
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan 

pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi 
lingkungan hidup. 

Yang dimaksud dengan ”denda atas setiap keterlambatan 
pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah” adalah sanksi 
administrasi yang diterapkan oleh pejabat yang 
berwenang yang berupa pembebanan kewajiban 
pembayaran sejumlah uang tertentu kepada 
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang 
terlambat melaksanakan sanksi paksaan pemerintah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “sebesarnya ganti kerugian” adalah 
ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan 
pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal pihak yang 
mewakili Pemerintah beracara di pengadilan adalah Menteri 
Lingkungan Hidup. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

 Cukup jelas 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 
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Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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